
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.628, 2019 KEMENTAN. Tuntutan Ganti Kerugian Negara. 

Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. 
 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI 

NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan oleh 

tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang 

harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa untuk mengembalikan kerugian negara, 

menciptakan tertib administrasi keuangan negara, dan 

menciptakan disiplin dan tanggung jawab Pegawai Negeri 

dan Pejabat Lain, perlu dilakukan penyelesaian kerugian 

negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau 

pejabat lain di lingkungan Kementerian; 

c. bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti 

Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara atau Pejabat Lain, mengamanatkan Menteri 

menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai 

penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian 

yang dipimpinnya; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Tuntutan 

Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian 

Pertanian; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1960 tentang 

Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah 

terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 

Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5934); 

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/ 2007 

tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

128/PMK.06/ 2007 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 254); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 

tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian 

Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 556); 

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1243); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA 

TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU 

PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat 

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, 

sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja 

maupun lalai. 

2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan 

yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk 

memulihkan Kerugian Negara. 

3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai 

Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain 

tugas bendahara. 

 

www.peraturan.go.id



2019, No.628 
-5- 

4. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat 

penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat 

negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri 

Bukan Bendahara. 

5. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil 

pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara. 

6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai 

tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang 

karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak 

dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum. 

7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena 

adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima 

pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, 

dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan. 

8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup 

yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang 

hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. 

9. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah 

Instansi Pusat, dan Vertikal (Unit Pelaksana Teknis) yang 

mengelola APBN Kementerian Pertanian, yang dipimpin 

oleh Pejabat/Kepala Satker yang ditetapkan sebagai 

Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab 

melaksanakan kegiatan dari program unit kerja Eselon 

I/unit organisasi dan atau kebijakan pemerintah. 

10. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya 

disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk 

menyelesaikan Kerugian Negara. 

11. Atasan Kepala Satker dan SKPD adalah pimpinan unit 

kerja Eselon I pembina Satker yang bersangkutan.  

12. Kedaluwarsa adalah jangka waktu tertentu yang 

menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan 

terhadap pelaku Kerugian Negara. 

13. Lalai adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya 

dilakukan dan/atau tidak dilakukan kewajiban kehati-

hatian sehingga menyebabkan Kerugian Negara. 
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